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SUMMARY

After the proclamation of Indonesian independence, it was recorded that

there had been two dismissals of the post of President. Soekarno and

Abdurrahman Wahid who were then serving as President, were dismissed by the

People's Consultative Assembly (Provisional) and the People's Consultative

Assembly in a political way. At that time, Sukarno was dismissed from his position

as a President because President Sukarno had been unable to carry out the bow

and decision of the People's Consultative Assembly (Provisional), as befits a

Mandate's obligation to the People's Consultative Assembly (Provisional) as

giving the mandate stipulated in The 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia. Whereas Abdurrahman Wahid would initially be dismissed from his

position as President because of the Buloggate and Bruneigate cases. However,

the dismissal plan in the next development was apparently due to the President's

Declaration on 23 July 2001 which essentially announced; the freezing of the

People's Consultative Assembly and the People's Representative Council, the

formation of a General Elections Comission, and the freezing of the Golkar party.

A very subjective political reason without being based on a final legal ruling.

Amendments to the constitution carried out three times finally made the

rule of law more clearly related to the process of dismissing the president when

compared to the previous constitutions. One of them is to form a state institution,

the Constitutional Court, an institution that is expected to be able to maintain the

constitution and the dignity of a President so that in the future it is not dismissed

with a subjective view by state institutions that are political in nature. The 1945
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Constitution of the Republic of Indonesia provides an opportunity for the People's

Representative Council to exercise the right to express its opinion to the President

who is alleged to have violated the law. The next process is the People's

Representative Council submits the results of expressing its opinion to the

Constitutional Court for examination, hearing and deciding whether the President

has violated the law. The Constitutional Court's decision will be returned to the

Parliament for the People's Representative Council to continue the matter to the

People's Consultative Assembly for a plenary meeting to determine the fate of the

President. Regarding the authority of this the People's Consultative Assembly, it

does not use the basis of the Constitutional Court's decision if the Court indeed

decides that the President has indeed violated the law. The People's Consultative

Assembly in this case will use its political calculations whether the President is

dismissed or not.

Basically, there is no intention to dismiss the President in his term of office,

because that would clearly disrupt the performance of the Indonesian government.

Various problems will arise if the President's dismissal event really occurs,

ranging from economic, social to security. The involvement of the political

element that took part in deciding the Constitutional Court's legal decision in fact

will further make the conditions of the state and government unclear because

there are many parties who are pros and cons to this matter even though the

provisions are set out in the constitution. The Constitution has an important role

in the process of dismissing the President. If the provisions in the constitution

regulate something that actually contradicts the rules themselves, it will be
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interesting if the rules regarding the termination of the President occur. There are

contradictory things, not in accordance with the spirit of constitutional change at

that time that wanted the realization of justice in the Indonesian rule of law. The

political interference by the People's Consultative Assembly in the final process of

dismissing the President in fact has violated that spirit. Improvements need to be

made with changes to the constitution to overcome these problems. Basically, the

removal of the President must uphold a law based on morals. It is not impossible

that in the future the termination of the President will occur in Indonesia.

Amendments to the constitution are made solely to protect the situation and

condition of the Indonesian state, because it can be ascertained that the dismissal

process of the President will drain energy and thoughts, both against state

officials and the people of Indonesia.
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RINGKASAN

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tercatat sudah dua kali

peristiwa pemberhentian terhadap jabatan seorang Presiden. Soekarno dan

Abdurrahman Wahid yang kala itu menjabat sebagai seorang Presiden,

diberhentikan oleh MPRS dan MPR dengan jalan yang politis. Kala itu, Soekarno

diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang Presiden karena Presiden Soekarno

telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris

terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan

mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Abdurrahman

Wahid awalnya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang Presiden

karena kasus Buloggate dan Bruneigate. Namun rencana pemberhentian tersebut

dalam perkembangan selanjutnya ternyata disebabkan oleh karena Presiden

Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang intinya memaklumkan; pembekuan

MPR RI dan DPR RI, pembentukan badan penyelenggara pemilu, dan pembekuan

partai Golkar. Suatu alasan politis yang sangat subjektif tanpa berdasarkan suatu

putusan hukum yang bersifat final.

Perubahan terhadap konstitusi yang dilakukan tiga kali akhirnya membuat

aturan hukum yang lebih jelas terkait dengan proses pemberhentian presiden jika

dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi sebelumnya. Salah satunya adalah

membentuk sebuah lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga

yang diharapkan mampu menjaga konstitusi serta harkat martabat seorang
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Presiden agar dikemudian hari tidak diberhentikan dengan pandangan yang

subjektif oleh lembaga negara yang bersifat politis. UUD NRI Tahun 1945

memberikan kesempatan kepada DPR untuk melaksanakan hak menyatakan

pendapatnya kepada Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaaran hukum.

Proses selanjutnya adalah DPR menyerahkan hasilmenyatakan pendapatnya

tersebut kepada MK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, mengadili dan

memutus apakah benar Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Putusan

MK tersebut akan dikembalikan kepada DPR untuk selanjutnya DPR meneruskan

perihal tersebut kepada MPR untuk dilakukan rapat paripurna menentukan nasib

Presiden tersebut. Mengenai kewenangan MPR ini, MPR tidak memakai dasar

atas putusan MK jika memang MK memutuskan bahwa Presiden memang telah

melakukan pelanggaran terhadap hukum. MPR dalam hal ini akan menggunakan

perhitungan politisnya apakah Presiden diberhentikan atau tidak.

Pada dasarnya, tidak ada keinginan untuk memberhentikan Presiden

dalam masa jabatannya, karena hal tersebut jelas akan mengganggu kinerja

jalannya pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan akan muncul jika

peristiwa pemberhentian Presiden ini benar-benar terjadi, mulai ekonomi, sosial

hingga keamanan. Keterlibatan unsur politik yang ikut memutuskan putusan

hukum MK tersebut nyatanya akan semakin membuat kondisi negara dan

pemerintahan tidak jelas karena banyaknya pihak yang pro dan kontra terhadap

hal tersebut meskipun ketentuannya sudah termaktub dalam konstitusi. Konstitusi

memiliki peranan yang penting dalam proses pemberhentian terhadap Presiden.

Jika ketentuan dalam konstitusi mengatur sesuatu yang sebenarnya bertentangan
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dengan aturan dirinya sendiri, maka akan menjadi sesuatu yang menarik apabila

aturan tentang pemberhentian Presiden tersebut terjadi. Terdapat hal yang

kontradiktif, tidak sesuai dengan jiwa perubahan konstitusi kala itu yang

menginginkan terwujudnya keadilan dalam negara hukum Indonesia. Campur

tangan politis oleh MPR dalam proses akhir pemberhentian Presiden nyatanya

telah menciderai semangat tersebut. Perlu dilakukan perbaikan dengan perubahan

terhadap konstitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya,

pemberhentian terhadap Presiden harus menjunjung tinggi hukum yang

berdasarkan atas moral. Bukan tidak mungkin dikemudian hari peristiwa

pemberhentian Presiden akan terjadi di Indonesia. Perubahan terhadap konstitusi

dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga situasi dan kondisi negara Indoensia,

karena sudah dapat dipastikan, proses pemberhentian terhadap Presiden tersebut

akan menguras energi dan pikiran, baik terhadap pejabat negara maupun rakyat

Indonesia.
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